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Dalam sejarah Pemerintahan Daerah, jabatan wakil kepala daerah hanya sebatas pelengkap
bagi jabatan kepala daerah.Tugas utama wakil kepala daerah hanya sebatas membantu kepala
daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Ketidakjelasan kewenangan tersebut menjadi salah satu
faktor penting terjadinya disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika isu
kewenanagan wakil kepala daerah dibiarkan lebih lanjut dikhawatirkan menjadi bola liar.
Seperti banyak muncul ditataran ide dan gagasan untuk menghapus jabatan wakil kepala
daerah. Dasar topik pembahasan tersebut didalami penulis dalam buku ini yang menyajikan
dan mengkaji lebih mendalam terkait penguatan peran wakil kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penulis menyoroti hal-hal pokok terkait: topik
kedudukan dan peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kemudian upaya penguatan peran jabatan wakil kepala daerah relevansinya dengan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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